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PENGUMUMAN /PERATURAN PEMERINTAH

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pebean Ngurah Rai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009

TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
{(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-20/BC/2016,
tanggal 13 Juni 2016)

1. Menteri Keuangan; 7.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eseion Il di Lingkungan Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, NTT;

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

Tipe C Soekarno Hatta; dan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan m_engenai pemberitahuan pa-
bean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jen-
deral Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 se-

bagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir = 2.

_dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai Nomor PER-44/BC/2011;

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan prose-
dur impor untuk dipakai, dan dalam rangka pener-
apan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua,
serta harmonisasi dengan ketentuan cukai periu
dilakukan penyempurnaan atas bentuk format

dan tata cara pengisian pemberitahuan pabean 3l

impor;
¢c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetap-

kan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu- 4,

kai tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/
BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Im-
por;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indone-

ran Negara Republik Indonesia Nomar 3612} se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 3613} sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
tahun_2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 No-
mor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.
04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015;

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No-
mor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pa-
bean Impor sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan dengan Peraturan Di-
rektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/
BC/2011;

MEMUTUSKAN:

sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba- | Menetapkan :
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
IMPOR. i

Pasal |

Mengubah Lampiran |, Lampiran IV, Lampiran
VI, dan Lampiran Vi, Lampiran VIlIl, dan Lampiran
IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Per-
aturan Direktur Jenderal:
a. Nomor P-41/BC/2010;
b. Nomor PER-44/BC/2011;
| sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |, Lampiran I, Lambiran Ill, Lampiran IV,
Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan ba-
| gian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jen-
deral ini.

"Pasal If
1. Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan
Pabean Impor sebagaimana diatur dalam Lampi-
ran |, Lampiran IV, Lampiran Vi, dan Lampiran
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VIl, Lampiran VI, dan Lampiran IX Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/
BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean impor
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-
kai Nomor PER-44/BC/2011 dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang telah mendapatkan no-
maor dan tanggal pendaftaran paling lama tanggal
31 Juli 2016.

2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30
{tiga puluh} hari terhitung sejak tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di Jakarta 4
pada tanggal 13 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL ‘BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PENYELESAIAN
KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN
NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA

YANG BERTUGAS DI INDONESIA |
(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2016,
tanggal 16 Juni 2016)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA{,

Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
16 ayat {1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/

PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/

atau Cukai Atas Imper Barang Perwakilan Negara As-
ing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas di Indo-
nesia, periu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Pembe-

basan Bea Masuk dan/atau Cukai Serta Penyelesa-
ian Kewajiban Pabean Atas Impor Barang Perwakilan
Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas
Di Indonesia; ’

Mengingat :

‘Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/
PMK. 04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/
atau Cukai Atas Iimpor Barang Perwakilan Negara As-
ing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas di Indene-
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